


























BAB VI
TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian
dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas
dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan
Instansi lain dalam Pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor
34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 RGusws 2019

I KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 févusws 2019
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